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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679)

Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
provinsi kalimantan selatan tahun 2016-2021;

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023



PENGERTIAN PENERIMAAN DAERAH DALAM APBD

Penerimaan Daerah adalah Rencana
Penerimaan Daerah Yang Terukur Secara
Rasional Yang Dapat Dicapai Untuk Setiap
Sumber Penerimaan Daerah Dan Berdasarkan
Pada Ketentuan PUU



STRUKTUR APBD BERDASARKAN
PP 12 TAHUN 2019

» Pajak Daerah

* Retribusi Daerah

» Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 Lain-lain PAD yang sah

 Transfer Pemerintah Pusat
 Transfer Antar Daerah

* Hibah
* Dana Darurat
* Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Undang-Undang




RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Jumlah

PENDAPATAN DAERAH 1.398.418.468.634
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 159.251.270.034
Pajak Daerah 35.230.000.000
Retribusi Daerah 10.220.444.700

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.500.000.000

Lain-lain PAD yang Sah 105.300.825.334

PENDAPATAN TRANSFER 1.199.124.298.600
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.112.963.040.600

Pendapatan Transfer Antar Daerah 86.161.258.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 40.042.900.000

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 40.042.900.000
Undangan




PROYEKSI PENDAPATAN T.A 2022
BERDASARKAN RPJMD
KABUPATEN TANAH LAUT 2018-2023

Uraian Jumlah

PENDAPATAN DAERAH 1.659.492.407.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 143.242.407.000,00
Pajak Daerah 33.313.900.000,00
Retribusi Daerah 7.088.334.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.500.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah 88.340.173.000,00
PENDAPATAN TRANSFER 1.479.250.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.369.000.000.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah 110.250.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 37.000.0000.000,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 37.000.0000.000,00
Undangan




PROYEKSI PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
T.A 2022

Uraian Jumlah

PENDAPATAN DAERAH 1,274,492,407,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 143.242.407.000,00
Pajak Daerah 33.313.900.000,00
Retribusi Daerah 7.088.334.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.500.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah 88.340.173.000,00
PENDAPATAN TRANSFER 1.094.250.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 984.000.000.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah 110.250.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 37.000.0000.000,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 37.000.0000.000,00
Undangan




REALISASI PENDAPATAN DALAM MILYAR
Uraian % 2018 % % Rata-
rata

PENDAPATAN (5.74)  1.857  14.15 (14.00)  3.65

I(DIE!AI\]I;D)APATAN ASLI DAERAH 26.35 128 (3 1.55) 9.47 9.07

PAJAK DAERAH 55.55 32 14.28 (8.69) 26.22
DANA PERIMBANGAN (19.45)  1.177  28.07 (22.52)  1.80

LAIN-LAIN PENDAPATAN 60.62 251 (2.33) 15.58 20.96
DAERAHYANG SAH

RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN
T.A 2017 S.D 2020

Uraian % Pertumbuhan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.07

PAJAK DAERAH 26.22
DANA PERIMBANGAN 1.80

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.96

RATA-RATA 3.65




PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAE
RAH

Masih rendahya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah menyelesaikan
kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah ;

Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pada BAPENDA
dalam meningkatkan pendapatan daerah (belum memiliki Juru Sita,

B 1 Pemeriksa Pajak, Penilai/Apraisal);
/ y
Belum optimalnya pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak
= memenuhi kewajiban ;
| ¥ 1Ny
I‘_E / y

Kondisi perekonomian yang belum membaik karena adanya pendemi
covid-19;

Terdapat Beberapa tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak
sesuai dengan kondisi ekonomi daerah




UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH

1b.4 LI(/IZIakukan Intensifikasi Pendapatan dengan mengevaluasi
tarif-tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan _—
perkembangan ekonomi daerah

2. Melakukan ekstensifikasi pendapatan (al. PBB, Pajak

Parkir, pajak hiburan ) dengan menambah basis data
3. Melakukan Perubahan Perda antara lain Perda L N\

Pajak PPJ, PBB, MBLB maupun Perda Retribusi
Daerah Lainnya

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
pihak-pihak terkait (PPAT, PLN, Dinas ESDM Prov, KPP L

Pratama, PT. POS dan SKPD terkait lainnya).

5. Memberikan kemudahan pembayaran PBB secara online
bekerjasama dengan Bank Kalsel, PT. Pos Indonesia, Indomart,
Alfamart, Link Aja

6. Melakukan pemutakhiran dan pemetaan lokasi objek pajak secara
digital




UFAYA-UFAYA TANG DILARUKAN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH

LAUT
7. Melakukan penilaian individual dalam rangka pemutakhiran data terhadap Objek Pajak

PBB P2 Badan atau Perusahaan.
8. Pembaharuan Aplikasi PBB-P2 (SIM-PBB)
9. Melakukan upaya peningkatan SDM dengan mengikutkan ASN melalui

kursus-kursus singkat bidang perpajakan

10. Mengoptimalkan pelayanan pajak daerah secara online
penuh bekerja sama dengan Bank Kalsel (antara lain pelayanan PBB
secara elektronik (e-sppt))

11. Mengoptimalkan pelayanan Pajak BPHTB secara elektronik (e-bphtb)
dan integrasi BPHTB dengan Badan Pertanahan

12. Melakukan kegiatan pemutakhiran database PBB-P2
secara bertahap dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa

13. Melakukan kajian-kajian potensi pajak dan retribusi daerah

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah
14. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap Objek-objek

pajak daerah dan retribusi daerah




TERIMAKASIH




